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sistem proporsional terbuka ataupun sistem proporsional tertutup 

serta perbandingan sistem pemilu setiap pelaksaanan pemilu 5 

tahun sekali. 

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada semua para pihak yang telah bersusah payah 

membantu penulis dalam menyelesaikan buku monograf ini 

terutama kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Universitas Medan Area, yang selalu membimbing dan mensupport 

terciptanya buku ini.  

Kepada almarhum ayah saya, Tamrin Lubis Bin Abdullah 

Lubis, segala doa dan kebaikan selalu untuknya, dan kepada 

almarhumah ibu saya, Murni Nasution Binti Girsang Nasution 

semoga Allah memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Juga 

kepada kedua mertua saya, Ahmad Tauhid Mendrofa dan Ibu Nur 

Rahmah Harefa, semoga Panjang umur dan sehat selalu. Kepada 
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BAB 

1�PEMILIHAN UMUM 

 

 

$� 3HQJHUWLDQ�3HPLOLKDQ�8PXP� 

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi 

Pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrap dengan 

masalah politik dalam pergantian pemimpin, karena pemilu, 

politik dan pergantian pemimpin saling erat berkaitan. Pemilu 

yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang 

berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin. Dalam kamus 

besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih 

DUWLQ\D�´GHQJDQ�WHOLWL�PHPLOLK��WLGDN�GHQJDQ�VHPEDUDQJDQ�VDMD��

mengambil mana-mana yang disukai, mencari atau 

mengasingkan mana-PDQD�\DQJ�EDLN��PHQXQMXN�RUDQJ��FDORQµ�1  

Dalam kamus hukum, The Process of Choosing by Vote A 

Member of a Representative Body, Such as The House Of Commons Or 

A Local Authority. For The House of Commons, A General Election 

Involving All UK Constituencies Is Held When the Sovereign 

Dissolves Parliament and Summons a New One.2. Dengan demikian, 

kata pemilihan umum adalah memilih dengan cermat, teliti, 

seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat 

membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih. 

 
1��/LKDW� .HWHQWXDQ� 'DODP� 'HSHUWHPHQ� 3HQGLGLNDQ� GDQ� .HEXGD\DDQ� 5HSXEOLN�

,QGRQHVLD��.DPXV�%HVDU�%DKDVD�,QGRQHVLD���-DNDUWD��%DODL�3XVWDND���������KOP����� 
2�(OL]DEHWK�$��0DUWLQ��DGLFWLRQDU\�2I�/DZ���2[IRUG�8QLYHUVLW\�3UHV���������KOP����� 

3(0,/,+$1�

8080 
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BAB 

2 ASAS-ASAS PEMILIHAN UMUM 

 

 

$� $VDV�$VDV�3HPLOLKDQ�8PXP 

Untuk mencapai tujuan terselenggaranya Pemilu yang 

demokratis, pemilu harus dilaksanakan menurut asas-asas 

tertentu. Asas-asas itu mengikat bagi semua pihak yang terlibat 

dalam Pemilu, baik penyelenggara, peserta, pemilih hingga 

pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang kongkret dan 

jelas, maka pelaksanaan Pemilu betul-betul terselenggara secara 

demokratis dan substansial. 

Asas dalam pelaksanaan Pemilu memegang nilai yang 

penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih 

sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan 

ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan 

seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana 

Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang 

bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu 

merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan 

demokratis. 

1. Asas Pemilu Langsung 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang 

3HPLOLKDQ� 8PXP� \DQJ� GLPDNVXG� DVDV� ´ODQJVXQJµ� DGDODK�

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa 

pada hakikatnya setiap person/individu tidak bisa 

$6$6�$6$6�
3(0,/,+$1�
8080 
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BAB 

3 SISTEM PEMILIHAN UMUM 
 

 

$� 6LVWHP�3HPLOLKDQ�8PXP 

Secara sederhana, sistem pemilu berarti instrumen untuk 

menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam 

kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun 

variabel-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula 

pemilihan (electoral formula), struktur penyuaraan (ballot structure), 

dan besaran distrik (district magnitude).32 

Mengingat variabel-variabel di dalam sistem   pemilu yang 

ada itu cukup beragam, implikasi dari penggunaan sistem 

pemilu juga berbeda-beda. Secara teoritis, perbedaan itu 

khususnya berkaitan dengan derajat keterwakilan politik dari 

para wakil yang terpilih melalui pemilu, dan implikasinya 

terhadap stabilitas pemerintahan yang terbangun melalui 

pemilu. Karena itu, sejak lama, baik dikalangan akademis 

maupun praktisi, perbedaan tentang sistem pemilu mana yang 

terbaik dan sesuai untuk negara tertentu selalu dilakukan.33 

Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya sangat 

majemuk/heterogen dengan populasi yang cukup padat yang 

hidup dengan beragam latar belakang. Untuk menjaga hal 

tersebut agar tetap stabil dalam NKRI maka diperlukan 

pemerintah yang bijaksana dan mampu untuk jadi representasi 

 

32
�.DFXQJ 0DULMDQ�� 6LVWHP 3ROLWLN ,QGRQHVLD� .RQVROLGDVL 'HPRNUDVL 3DVFD�2UGH %DUX 

�-DNDUWD� .HQFDQD� ������ KOP����� 
33��.KDLUXO� )DKPL�� 3HPLOLKDQ� 8PXP� 'DQ� .HGDXODWDQ� 5DN\DW�� �VW� HG�� �-DNDUWD�� 37�

5DMD*UDILQGR�3HUVDGD���������KOP� ���� 

6,67(0�
3(0,/,+$1�
8080 
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BAB 

4�^/^d�D�W�D/>/,�E�hDhD�WZKWKZ^/KE�>�d�Z�h<��

��E�d�ZdhdhW 

 

$� 0HQJHQDO�6LVWHP�3HPLOLKDQ�8PXP�3URSRUVLRQDO 

Sistem proporsional (perwakilan berimbang) atau yang 

juga dikenal sebagai proportional representation system atau multi 

member representation menawarkan beberapa kursi untuk 

diperebutkan dalam suatu wilayah pemilihan. Dalam sistem ini 

suatu kesatuan administratif jumlah suara yang diperoleh setiap 

partai menentukan jumlah kursi di parlemen. Artinya, rasio 

perolehan suara antar partai politik sama dengan rasio 

perolehan kursi dalam parlemen.34 

Sistem proporsional maksudnya adalah penentuan 

pemenang di suatu daerah pemilihan (Dapil), didasarkan pada 

perolehan kursi parpol bersangkutan dengan cara 

memperhitungkan perolehan suara sah parpol dibagi dengan 

angka bilangan pembagi pemilih (BPP), maksud dengan daftar 

calon terbuka berarti parpol mencantumkan nama-nama calon 

anggota DPR dan DPRD pada kertas suara untuk dipilih 

langsung oleh konstituen.35 

  

 
34�5DKD\X� 0HJD 3XWUL� /LWD 7\HVWD� DQG 5DWQD +HUDZDWL� ́ 6LVWHP 3URSRUVLRQDO 'DODP 

3HPLOLKDQ�8PXP�/HJLVODWLI�'L�,QGRQHVLD�µ�'LSRQHJRUR�/DZ�-RXUQDO��9RO����1R���� ����� 
35��Riwanto, Agus. ´.RUHODVL Pengaturan Sistem 3HPLOX 3URSRUVLRQDO %HUEDVLV 6XDUD 

7HUEDQ\DN 'HQJDQ .RUXSVL 3ROLWLN 'L ,QGRQHVLDµ��-XUQDO <XVWLVLD��9RO� � 1R� �� ����� 

 

6,67(0�3(0,/,+$1�

8080�3523256,21$/� 

7(578783�'$1�

7(5%8.$� 

',�,1'21(6,$ 



48 

 

BAB 

5� W�E��W�d� �,>/� d�Ed�E'� ^/^d�D� W�D/>h� d�Z�h<��

��E�d�ZdhdhW 

 

$� 7LWL $QJJUDLQL 

Sistem pemilu merupakan metode untuk mengkonversi 

suara yang didapat oleh peserta pemilu menjadi perolehan kursi 

di parlemen ataupun eksekutif. Karena posisinya yang sangat 

strategis, pada saat pembahasan rancangan undang- undang 

pemilu di parlemen, sejumlah politisi berseloroh bahwa 

pengaturan soal sistem pemilu adalah soal hidup mati mereka 

dan partai politik tempat mereka bernaung. Tidak 

mengherankan bila selama tujuh bulan pembahasan menuju 

pengesahan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, maka empat bulan di antaranya atau lebih 

dari setengah waktu pembahasan, digunakan pembentuk 

undang-undang untuk berkonsentrasi membahas sistem pemilu. 

Dalam pandangan banyak pakar, terdapat empat elemen 

utama yang menjadi kunci dalam sistem pemilu. Mencakup 

pilihan terhadap jenis sistem pemilu itu sendiri, struktur 

pemberian suara (electoral balloting structure), daerah pemilihan 

(district magnitude), dan formula penghitungan (electoral formula). 

Sejatinya, secara menyeluruh sistem pemilu memiliki tujuh 

variabel teknis yang membentuknya, saling terhubung, dan 

mempengaruhi satu sama lain. Meliputi besaran daerah 

pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, 

ambang batas perwakilan (parliamentary threshold), formula 

perolehan kursi, penetapan calon terpilih, dan jadwal pemilu 

(terkait keserentakan dalam desain sistem presidensial). 

3(1'$3$7�$+/,�7(17$1*�

6,67(0�3(0,/8� 

7(5%8.$�'$1�7(578783 
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6� 6,67(0� 3(0,/,+$1� 8080�� 3(563(.7,)�

,'(2/2*,6�),/262),6�'$1�626,2/2*,6�<85,',6 

 

$� 3HUVSHNWLI�,GHRORJL�)LORVRILV�6LVWHP�3HPLOX 

Secara ideologis-filosofis, karakter demokrasi yang kita 

anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan 

nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPKI 

maupun PPKI terkait konsep demokrasi yang diwariskan pada 

pendiri negara (the founding fathers/members) di masa lalu. 

Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi saat perubahan 

UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002. 

Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 

karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila 

keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita 

anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi politiek-economische 

democratie, yaitu politieke-economische democratie dengan sociale 

rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham 

gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan 

demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut 

pandangan Soekarno, 

´.DUHQD� LWX� WHUQ\DWDODK� EDKZD� XQWXN� PHPEXDW�

sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau 

parlementaire democratie sahaja belum cukup. Masih 

perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, 

kerakyatan dilapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, 

kesama rasa sama rataan di lapangan lain. Lapangan lain 

ini ialah langan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi 

6,67(0�3(0,/,+$1�8080��

3(563(.7,)�,'(2/2*,6�

),/262),6�'$1�626,2/2*,6�

<85,',6 



108 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
$OL�0XUWRSR��6WUDWHJL�3HPEDQJXQDQ�QDVLRQDO���&,66���������KOP������

�����/LKDW�-XJD�%LQWDQ�5��6DUDJLK��/HPEDJD�/HPEDJD�3HUZDNLODQ�

GDQ� 3HPLOLKDQ� 8PXP� GL� ,QGRQHVLD�� -DNDUWD�� *D\D� 0HGLD�

3UDWDPD������ 

A.S Hikam, Pemilihan Umum dan Sistem Demokratis di Indonesia Pasca 

Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan, Bunga Rampai, Jakarta: 

Sekolah Staff Komando Angkatan Darat, 1999 

A.S.S Tambunan, Pemilu di Indonesia dan Susunan dan Kedudukan 

MPR, DPR, dan DPRD, Bandung: Binacipta, 1995 

Arbi Sanit, Partai, Pemilu, dan Demokrasi, Jakarta: Pustaka Pelajar, 

1997 

B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi 

Sistem Demokrasi, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009 

Budiman B Sagala, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1982 

Budiman B. Sagala, Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 

1945, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 

%XGLRQR�� ´0HQJJDJDV� 6LVWHP� 3HPLOLKDQ� 8PXP� 6HVXDL� 'HQJDQ�

6LVWHP�'HPRNUDVL�,QGRQHVLDµ��-XUQDO�,OPLDK�'XQLD�+XNXP��

Vol.13 No.1, 2017. 

Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan 

dan Undang-Undang pelaksanaannya), Karawang: Unsika, 

1993 

Bintan R. Saragi,  Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum 

di Indonesia, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988 



109 

 

Cheriff Basiouni, Democracy: Its Principles and achievement, Geneva: 

Intra Parliamentary Union, 1998 

Hendarmin Ranadireksa, Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi 

Demokratik, Bandung: Fokusmedia, 2009 

Halim, Abd. ´'DPSDN Sistem Proporsional Terbuka Terhadap 

Perilaku Politik (Kasus Masyarakat Sumenep Madura Dalam 

3HPLOLKDQ�/HJLVODWLJ� �����µ�� Jurnal Humanity¸ Vol. 9, No. 2, 

2014. 

+LOPDZDQ�� +LODO�� ´,PSOHPHQWDVL� 6LVWHP� 3HPLOX� 7HUKDGDS�

KeterwakilanPerempuan Dalam Parlemen Di Negara 

Indonesia Dan $XVWUDOLD�µ Jurnal Aspirasi, Vol. 9, No. 2, 

2019. 

Hendra Nurthajo, Filsafat Demokrasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 

Ismail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Jakarta: Aksara Baru, 

1984 

Kacung Marijan,  Sistem Politik Indonesia; Konsolidasi Demokrasi Pasca-

Orde Baru Jakarta: Kencana, 2012 

Khairul Fahmi, Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat, 1st ed. 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011 

Manuel Kaisipio, Pemilihan Umum, Jakarta: Prisma, 1981 

M. Rusli Karim, Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1991 

Miriam Bidiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2009 

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 

1983 



110 

 

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara 

Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 

1983 

Moh. Isnaeni, MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pencasila, 

Jakarta: Yayasan Indayu: 1982 

Mashad, Dhurorudin. Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol, cet. 

ke-1, Jakarta: Gramedia Widiaswara, 1998. 

Muhtadi, Burhanuddin. ´3ROLWLN Uang Dan New Normal Dalam 

Pemilu Paska-Orde %DUX�µ Jurnal Antikorupsi Integritas, Vol. 

5, No. 1, 2019. 

Muhammad Asfer, Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014, Surabaya: 

Pustaka Eurika, 2016 

M. Hutauruk, Asas-Asas Ilmu Negara, Jakarta: Erlangga, Cetakan 

Kedua 1978 

Moh. Hatta, Demokrasi Kita, Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan 

Kedaulatan Rakyat Bandung: Sega Arsi, 2009 

3DND\D�� 5LVDQ�� <XVULO� .DWLOL�� )LUPDQ� /DWXGD�� µ6LVWHP� 3HPLOX�

Proporsional Tertutup Dalam Analisis Pemilu ����µ�� Jurnal 

Analisis Sosial Politik¸ Vol. 1, No. 2, 2022. 

Purnai Purbacaka dan Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam 

Tanya Jawab, Jakarta: Rajawali, 1982 

Riwanto, Agus. ´.RUHODVL Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional 

Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di 

,QGRQHVLDµ��Jurnal Yustisia, Vol. 4 No. 1, 2015 

Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, ´6LVWHP 

Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di 

,QGRQHVLD�µ�Diponegoro Law Journal, Vol 6, No. 2, 2017. 



111 

 

Sri Soemantri Martosoewignjo, Tentang Lembaga-Lembaga Negara 

Menurut UUD 1945, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989 

Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 1972 

Sri Soemantri Martosoewignjo, Prosedur Dan Sistem Perubahan 

Konstitusi, Bandung: Alumni, 1979 

Titik Tri Wulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, Jakarta: Prenada Media Group, 2010 

Lihat (https://rumahpemilu.org/party-id-rendah/. Diakses pada 

tanggal, 17 Juli 2023 

 (https://www.kompas.id/baca/riset/2022/02/22/memahami-identitas-

kepartaian-dan-pemilih-partai. Diakses pada tanggal, 18 Juli 

2023).  

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  

 

  



112 

 

TENTANG PENULIS 

 
KG�� $QVRU� /XELV�� GLODKLUNDQ�

SDGD� WDQJJDO� ��� 1RYHPEHU�

����� GL� 'HVD� +XWDULPEDUX��

3DGDQJ� /DZDV�� 0HQ\HOHVDLNDQ�

3HQGLGLNDQ� 6DUMDQD� +XNXP� �6����

.RQVHQWUDVL� 6L\DVDK� �+XNXP� 7DWD�

1HJDUD��� 3DGD� )DNXOWDV� 6\DULDK� GDQ�

+XNXP� 8QLYHUVLWDV� ,VODP� 1HJHUL�

6XPDWHUD� 8WDUD� �8,168�� 0HGDQ� SDGD� WDKXQ� ������ 0HODQMXWNDQ�

SHQGLGLNDQ�0DJLVWHU�+XNXP��6���.RQVHQWUDVL�+XNXP�7DWD�1HJDUD�

SDGD�3URJUDP�0DJLVWHU�,OPX�+XNXP��8QLYHUVLWDV�6XPDWHUD�8WDUD�

SDGD�WDKXQ������ 

3DGD� WDKXQ������ V�G������PHQMDGL� 6WDII�$KOL�+XNXP�SDGD�

'LQDV� .HSHQGXGXNDQ� GDQ� 3HQFDWDWDQ� 6LSLO� 3URYLQVL� 6XPDWHUD�

8WDUD�� 6DDW� LQL� WHUFDWDW� VHEDJDL� 'RVHQ� SDGD� )DNXOWDV� +XNXP�

8QLYHUVLWDV�0HGDQ�$UHD�� .RQVXOWDQ�+XNXP� SDGD�/DZ�)LUP�+.�

/DZ� (GXFDWLRQ� &HQWHU� 0HGDQ�� 0HGLDWRU� 1RQ�+DNLP�� $QJJRWD�

3HQJXUXV� $VRVLDVL� 3HQJDMDU� +XNXP� 7DWD� 1HJDUD� GDQ� +XNXP�

$GPLQLVWUDVL� 1HJDUD� �$3+71�+$1�� :LOD\DK� 6XPDWHUD� 8WDUD��

$QJJRWD� 3HQJXUXV� ,NDWDQ�&HQGLNLDZDQ�0XVOLP� �,&0,�� 6XPDWHUD�

8WDUD� � 6HODLQ� GLDWDV� 3HQXOLV� MXJD� VHULQJ� VHEDJDL� 1DUDVXPEHU� GL�

EHUEDJDL� ELGDQJ� +XNXP� 7DWD� QHJDUD� GDQ� +XNXP� $GPLQLVWUDVL�

1HJDUD��VHUWD�VHULQJ�PHQJLNXWL�/RNDNDU\D��6LPSRVLXP� 

7DKXQ������VDDW� LQL�� VHEDJDL�3HQJHOROD� -XUQDO� -XQFWR�� -XUQDO�

,OPLDK�+XNXP�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�0HGDQ�$UHD��6DPSDL�

VDDW� LQL�VHEDJDL�5HYLHZHU�GL�-XUQDO�.RQVWLWXDQWH��<D\DVDQ�5XPDK�

.RQVWLWXVL� ,QGRQHVLD� �<5.,��� 5HYLZHU� 1RPRL� /DZ� 8QLYHUVLWDV�

0XKPDDGL\DK� 6XPDWHUD� 8WDUD�� 5HYLZHU� -XVWLFH� )RU� /DZ�� 67,.(6�

+DML� 0HGDQ�� 3XEOLNDVL� %XNX�� ,OPX� 3HUXQGDQJ�8QGDQJDQ�� +XNXP�

3HQLWHQWLHUH�5HFKWµ�3HQHUELW�0HGDQ�$UHD�8QLYHUVLW\�3UHVV��+XNXP�

7DWD�1HJDUD��5HIOHNVL�3ROLWLN�+XNXP�3LGDQDµ�3HQHUELW�&9��(XUHND�

0HGLD� $NVDUD�3XUZRNHUWD�%D\XPDV� -DZD� 7HQJDK�� 3HQXOLV� GDSDW�

GLKXEXQJL�PHODOXL�H�PDLO��PKG�DQVRUOXELV#VWDII�XPD�DF�LG� 
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1JJUHQL� $WPHL� /XELV�� GL� ODKLUNDQ�

SDGD� WDQJJDO� �� 0HL� ����� GL� .RWD�

3DGDQJ� 6LGHPSXDQ�6XPDWHUD�

8WDUD��0HQ\HOHVDLNDQ�3HQGLGLNDQ�6DUMDQD�

+XNXP� �6���� .RQVHQWUDVL� ,OPX� +XNXP�

3DGD�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�0HGDQ�

$UHD� SDGD� WDKXQ� ������ 0HODQMXWNDQ�

SHQGLGLNDQ� 0DJLVWHU� +XNXP� �6���

.RQVHQWUDVL� +XNXP� 7DWD� 1HJDUD� SDGD�

3URJUDP�0DJLVWHU�,OPX�+XNXP��8QLYHUVLWDV�6XPDWHUD�8WDUD�SDGD�

WDKXQ� ������ 5LZD\DW� 3HNHUMDDQ� PXODL� 0XODL� WDKXQ� ����� V�G�

VHNDUDQJ�'RVHQ�GL�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV� 

0HGDQ� $UHD�� 7DKXQ� ����� V�G� ����� 6HEDJDL� 6HNUHWDULV�

/HPEDJD� 3HQJHPEDQJDQ� 3HQGLGLNDQ� GDQ� 3HQMDPLQDQ� 0XWX�

�/3�0�� 8QLYHUVLWDV� 0HGDQ� $UHD�� 7DKXQ� ����� V�G� ����� VHEDJDL�

:DNLO� 'HNDQ� %LGDQJ� $NDGHPLN� )DNXOWDV� ,OPX� 6RVLDO� GDQ� 3ROLWLN�

8QLYHUVLWDV�0HGDQ�$UHD��7DKXQ������V�G������VHEDJDL�:DNLO�'HNDQ�

%LGDQJ�$NDGHPLN�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�0HGDQ�$UH��7DKXQ�

�����V�G������VHEDJDL��6HNUHWDULV�3URJUDP�6WXGL�0DJLVWHU�+XNXP��

3DVFDVDUMDQD� 8QLYHUVLWDV�0HGDQ� $UHD�� 7DKXQ� ����� V�G� VHNDUDQJ�

VHEDJDL� :DNLO� 'HNDQ� %LGDQJ� 3HQGLGLNDQ�� 3HQHOLWLDQ� GDQ�

3HQJDEGLDQ� � .HSDGD� 0DV\DUDNDW� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV�

0HGDQ�$UHD� 
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(QJJHGHV� )UHQVK� GL� ODKLUNDQ�

SDGD�WDQJJDO���0HL������GL�.RWD�

0HGDQ�6XPDWHUD� 8WDUD��

0HQ\HOHVDLNDQ�3HQGLGLNDQ� 6DUMDQD�+XNXP�

�6���� .RQVHQWUDVL� ,OPX� +XNXP� 3DGD�

)DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV� ,VODP�

6XPDWHUD� 8WDUD� �8,68�� SDGD� WDKXQ� ������

0HODQMXWNDQ� SHQGLGLNDQ� 0DJLVWHU� +XNXP�

�6��� .RQVHQWUDVL� +XNXP� 3LGDQD� SDGD� 3URJUDP� 0DJLVWHU� ,OPX�

+XNXP��8QLYHUVLWDV�6XPDWHUD�8WDUD�SDGD�WDKXQ�������0HODQMXWNDQ�

SHQGLGLNDQ�3URJUDP�'RNWRU�,OPX�+XNXP��6���.RQVHQWUDVL�+XNXP�

3LGDQD�SDGD�3URJUDP�'RNWRU�,OPX�+XNXP��8QLYHUVLWDV�6XPDWHUD�

8WDUD�SDGD� WDKXQ�������5LZD\DW�3HNHUMDDQ�PXODL� WDKXQ������ V�G�

VHNDUDQJ� 'RVHQ� GL� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV� 0HGDQ� $UHD��

6HNUHWDULV�3URJUDP�6WXGL��0DJLVWHU�+XNXP�80$�7DKXQ������V�G�

������ .HWXD� 3URJUDP� 6WXGL� 0DJLVWHU� +XNXP� 80$� ������������

.HWXD�3XVDW�$QWL�.RUXSVL�GDQ�7LJD�'RVD�80$������������� 

 

 

RVQL�GL�ODKLUNDQ�SDGD�WDQJJDO���

-XOL� ����� GL� 'HVD� &HODZDQ��

.HFDPDWDQ� 3HUEDQJXDQ��

6HUGDQJ� %HGDJDL�6XPDWHUD� 8WDUD��

3HQGLGLNDQ� GLPXODL� GDUL� 6'� 1HJHUL�

�������'HVD�6LGRGDGL��OXOXV�WDKXQ��������

PHODQMXWNDQ� NH� 603� QHJHUL� 'HVD� %DUX�

�OXOXV� WDKXQ� ������� PHODQMXWNDQ� 60$�

1HJHUL� 3D\D�*DPEDU� %DWDQJ� .XLV� �OXOXV�

WDKXQ� ������� GDQ� 6HNDUDQJ� LQL� VHGDQJ� PHODQMXWNDQ� 3HQGLGLNDQ�

6WUDWD� 6�� GL� )DNXOWDV� +XNXP� 8QLYHUVLWDV� 0HGDQ� $UHD� 3DGD�

3URJUDP�6WXGL�,OPX�+XNXP�VHKLQJJD�QDQ\WLQ\D�PHPSHUROHK�JHODU�

6DUMDQD�+XNXP��6+�� 

 
  

: 
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HVWDUL� GL� ODKLUNDQ� SDGD� WDQJJDO� ���

)HEUXDUL������GL�3DGDQJ��6XPDWHUD�

%DUDW��3HQGLGLNDQ�GLPXODL�GDUL�6'�

1HJHUL� ������� GL� .DEXSDWHQ� +XPEDQJ�

+DVXQGXWDQ� �OXOXV� WDKXQ� �������

PHODQMXWNDQ�NH�076��1HJHUL���OXOXV�WDKXQ�

�������PHODQMXWNDQ�60$�1HJHUL�3ROOXQJ� 

�OXOXV�WDKXQ��������GDQ�6HNDUDQJ�LQL�VHGDQJ�

PHODQMXWNDQ�3HQGLGLNDQ�6WUDWD�6��GL�)DNXOWDV�+XNXP�8QLYHUVLWDV�

0HGDQ�$UHD�3DGD�3URJUDP�6WXGL�,OPX�+XNXP�VHKLQJJD�QDQWLQ\D�

PHPSHUROHK�JHODU�6DUMDQD�+XNXP��6+�� 

 

 

*QHV� .DUHQQLQD� %U� %DQJXQ� GL�

ODKLUNDQ�SDGD�WDQJJDO����-XOL������

GL� 3DQFXU� %DWX�� 6XPDWHUD� 8WDUD��

3HQGLGLNDQ� GLPXODL� GDUL� 6'� 6ZDVWD�

0HWRGLVW� .DEDQMDKH� GL� �OXOXV� WDKXQ� �������

PHODQMXWNDQ�NH�603�0HWRGLVW���OXOXV�WDKXQ�

�������PHODQMXWNDQ�60$�1HJHUL���.DEDQMDKH�

3ROOXQJ��OXOXV�WDKXQ��������GDQ�6HNDUDQJ�LQL�

VHGDQJ� PHODQMXWNDQ� 3HQGLGLNDQ� 6WUDWD� 6�� GL� )DNXOWDV� +XNXP�

8QLYHUVLWDV� 0HGDQ� $UHD� 3DGD� 3URJUDP� 6WXGL� ,OPX� +XNXP�

VHKLQJJD�QDQWLQ\D�PHPSHUROHK�JHODU�6DUMDQD�+XNXP��6+�� 
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